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ABSTRAK

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah membuat peraturan
tentang pelaksanaan kursus pra nikah. Hal ini didasari karena melihat fakta dan
data yang terjadi di masyarakat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan angka
perceraian. Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir, mulai berdiri sekolah-
sekolah pra nikah yang dibentuk oleh lembaga-lembaga sosial keagamaan Islam.
Penelitian ini berjudul prospek sekolah pra nikah dalam menekan tingkat
perceraian di kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
faktor yang melatarbelakangi munculnya sekolah pra nikah di kota Yogyakarta
dan untuk mengetahui prospek penekanan tingkat perceraian oleh sekolah pra
nikah lembaga sosial keagamaan Islam di kota Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian
ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sosiologis dan psikologis. Pendekatan sosiologis akan digunakan untuk
mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penyebab munculya sekolah-
sekolah pra nikah di Kota Yogyakarta dan fungsi sekolah pra nikah sebagai
kontrol sosial di masyarakat. Pendekatan psikologis digunakan untuk menganalisa
pengaruh dari materi-materi yang diajarkan dalam sekolah pra nikah kepada
peserta yang mengikuti kursus pra nikah.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan bahwa faktor yang
melatarbelakangi munculnya sekolah-sekolah pra nikah adalah kesadaran dari
sebagian masyarakat tentang pentingya ilmu sebelum melaksanakan pernikahan
dan maraknya perceraian yang terjadi di masyarakat. Sekolah pra nikah sudah
menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Sekolah pra nikah telah
merumuskan materi-materi dan hal itu diyakini dapat menekan tingkat perceraian.
Dengan mengikuti pendidikan tentang pernikahan peserta mendapatkan ilmu dan
keterampilan sebagai pondasi untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dan
mengatasi konflik agar terhindar dari perceraian.

Kata Kunci: Prospek, Sekolah Pra Nikah, dan Perceraian

vil



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.
Penjelasannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
i Alif dilai{)‘ﬁ‘gkan Tidak dilambangkan
- Ba’ B Be
- Ta’ T Te
< Sa’ S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha
A Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
D Ra’ R Er
3 Zai Z Zet
" Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
U Sad S Es (dengan titik di bawah)
) Dad D De (dengan titik di bawah)
L Ta’ T Te (dengan titik di bawah)
L Za’ Z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
a Gain G Ge
) Fa’ F Ef
&) Qaf Q Qi
él Kaf K Ka
J Lam L El
P Mim M Em
O Nun N En
B Wawu \\% We
® Ha’ H Ha
I3 Hamzah ’ Apostrof
s Ya’ Y Ye
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

3 9a Ditulis Mawaddah
C. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis
dan Ditulis Rahmah
MUY Ditulis Zurriyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan 4.

ARBTAES

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau A.

daa 9 3 5a Ditulis Mawaddatan warahmah
D. Vokal Pendek
Uad Fathah Ditulis a ’
Fa’ala
1
1)53 Kasrah Ditulis Zukira
:_&34 Dammah Ditulis u
Yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif Ditulis A
ENDS) Ditulis Azwija
2 fathah + ya’ mati Ditulis a
3 Y Ditulis Tansa
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kasrah + ya’ mati Ditulis i
4 H J/S Ditulis Karim
dammah + wawu mati Ditulis G
09 :59'*“ Ditulis Y atafakkartn
F. Vokal Rangkap
1 fathah + ya’ mati Ditulis Ai
) /; Ditulis Bainakum
2 fathah + wawu mati Ditulis Au
djg Ditulis Qaul




MOTTO

Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Memberikan
Manfaat Bagi Orang Lain

Jika Ada Surga di Dunia
Ttulah Keluarga Yang Bahagia,
Jika Ada Neraka di Dunia
Ttulah Keluarga Yang Berantakan
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mewujudkan
pembangunan kualitas manusia. Dalam perjalanannya, kehidupan keluarga tidak
selalu mulus dan muncul berbagai masalah. Masalah ini bukan hanya bagi
keluarganya sendiri, tetapi muncul menjadi masalah masyarakat, lingkungan, dan
negaranya. Dalam mengurangi dan mengikis krisis keluarga ini perlu dibuat
proyek yang bermuatan upaya perbaikan keluarga yang secara prospektif
memberikan jaminan akan kehidupan keluarga yang lebih baik, yaitu keluarga
yang tetap berperan sebagai lembaga sosial, dan tetap mempunyai fungsi agama,

sosial, ekonomi, dan budaya.'

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah.> Sakinah
(ketenangan) yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, minimal suami, istri,
dan anak-anak. Bukan sakinah istri di atas penderitaan suami, bukan sakinah

suami di atas penderitaan istri, bukan sakinah orang tua di atas penderitaan anak,

! Melly Sri Sulastri Rifai, “Suatu Tinjauan Historis Prospektif Tentang Perkembangan
Kehidupan dan Pendidikan Keluarga”, dalam Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja (ed.),
Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), him. 4.

2 Sakinah adalah perpaduan antara tiga unsur, yakni: (1) ‘kesenangan/kesejahteraan’, (2)
‘ketentraman’, dan (3) ‘keselamatan’. ‘Kesenangan/kesejahteraan’ dapat diraih dengan terpenuhi
kebutuhan fisik dan material. ‘Ketentraman’ dapat digapai dengan terpenuhi kebutuhan moril-
spirituil. ‘Keselamatan’ dapat terpenuhi dengan mematuhi norma dan etika agama, termasuk juga
norma dan etika sosial serta hukum alam. Kata ‘keselamatan’ dapat pula diganti dengan mendapat
ridha dan berkah dari Allah subhanahu wa ta’ala. Karena itu ungkapan lain untuk kebahagiaan
hakiki adalah kesenangan dan ketentraman yang diridhai dan diberkahi Allah. Sebab kalau sudah
diridhai dan diberkahi Allah subhanahu wa ta’ala, pasti selamat. Lihat Khoiruddin Nasution,
“Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam
Membangun Keluarga Sakinah,” Asy-Syir’'ah: Jurnal llmu Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 46 No. 1 Januari 2012, hlm. 100.



bukan sakinah anak-anak di atas penderitaan orang tua.> Dalam mewujudkan
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya perlu dipersiapkan sejak
awal, dan yang terpenting persiapan dari segi ilmu.

Kehidupan keluarga merupakan gambaran tentang penciptaan dan
kebesaran Allah dalam menguji umat manusia. Manusia yang beriman akan selalu
berusaha dengan sebaik-baiknya menjadikan keluarganya bahagia dunia akhirat.
Usaha yang dilakukan untuk menjadikan keluarga bahagia dunia akhirat bisa
didapatkan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang pendidikan pra nikah melalui
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013
tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah yang bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah
tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta

mengurangi angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman,
keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang
kehidupan rumah tangga dan keluarga. Definisi lain, Bimbingan pra nikah adalah
bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan
individu dalam mengatasi atau menghindari kesulitan hidupnya agar individu itu

mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.*

3 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif (Yogyakarta:
Academia Tazaffa, 2009), hlm. 227-228.

4 H.M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan di luar
Sekolah (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), him. 9.



Perceraian semakin banyak terjadi seiring dengan perkembangan
kemajuan teknologi. Semakin besar tantangan yang akan dihadapi keluarga-
keluarga di masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk menghadapi
tantangan yang semakin besar para pemuda-pemudi seharusnya mempunyai filter
dan senjata yang matang untuk menghadapinya, terutama bagi mereka yang akan
memutuskan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Bagi calon pasangan yang
akan menikah hendaknya mengetahui hak dan kewajibannya yang telah diatur
oleh agama dan hukum ketika nanti sudah menjadi suami istri sekaligus menjadi
ibu dan ayah. [lmu-ilmu lain juga sangat diperlukan untuk menjadi bekal baik dari
segi akidah, psikologi, kesehatan, ekonomi, dan lainnya yang bermanfaat bagi
kehidupan berkeluarga.

Dalam psikologi istilah untuk bimbingan pra nikah adalah konseling.
Konseling yaitu terjalinnya suatu saling hubungan antara konselor-klien yang
ditandai oleh kehangatan, suasana pembolehan (permissiveness), pemahaman,
penerimaan, dan berlangsung maju/berkelanjutan ke arah suatu tujuan dengan
teknik-teknik tertentu.’

Dalam paradigma lama, keluarga dipandang sebagai tulang punggung
pendidikan karakter. Hal ini bisa dipahami karena pada masa lalu lazimnya
keluarga-keluarga bisa berfungsi sebagai tempat terbaik bagi anak-anak untuk
mengenal dan mempraktekkan berbagai kebajikan. Para orang tua biasanya
memiliki kesempatan mencukupi serta mampu memanfaatkan tradisi yang ada

untuk mengenalkan secara langsung berbagai kebajikan kepada anak-anak melalui

5 Andi Mappiare, Konseling dan Psikoterapi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.
24,



cerita-cerita dan kebiasaan setiap hari secara intensif. Demikianlah, keluarga-
keluarga pada masa lalu, umumnya dapat diandalkan sebagai tulang punggung
pendidikan karakter. Akan tetapi, proses modernisasi membuat banyak keluarga

mengalami perubahan fundamental.

Tuntutan pekerjaan membuat banyak keluarga hanya memiliki sedikit
waktu bagi perjumpaan antara ayah, ibu dan anak. Bahkan makin banyak keluarga
yang karena tuntutan pekerjaan lebih memilih untuk tidak tinggal dalam satu
rumah, melainkan saling berjauhan. Hal ini menyebabkan terjadi banyak
permasalahan keluarga, ketidakharmonisan dalam keluarga, berbagai kekerasan
dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Singkat kata, kini makin banyak keluarga
yang tidak berfungsi sebagai tempat terbaik bagi anak-anak untuk mendapatkan

pendidikan karakter.®

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, seharusnya seseorang harus
mempertimbangkan beberapa kemampuan atau kesiapan yang ada pada dirinya.
Dalam hal ini, diri sendirilah yang mampu menilai. Ketika anaknya akan menikah,
orangtua hanya menanyakan tentang perasaan dan pekerjaan sebagai syarat unuk
menikah, padahal persiapan ilmu agama, psikologi, kesehatan, dan ekonomi juga
sangat dibutuhkan dalam membangun keluarga. Bahkan yang terjadi, pernikahan
dilaksanakan hanya untuk menutupi rasa malu karena sudah terjadi perzinahan

sebelum akad nikah.

¢ Saptono, Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter Wawasan Startegi dan Langkah
Praktis (Surabaya: Erlangga, 2011), hlm. 23.



Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama baru-baru ini telah
merencanakan tentang kursus persiapan pernikahan bagi pasangan yang akan
menikah. Hal ini dilakukan karena melihat data dan fakta yang terjadi di
masyarakat bahwa angka perceraian meningkat.’

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengulas tingginya angka
perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir. Data
hingga 2013 dari sekitar 2,2 juta pernikahan setiap tahunnya, 45% terjadi
peselisihan dan 12-15% mengalami perceraian. Angka perceraian yang diputus
Pengadilan Tinggi Agama (PTA) seluruh Indonesia tahun 2014 mencapai 382.231
kasus, naik sekitar 100.000 kasus dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak
251.208 kasus.® Permasalahan dan perselisihan rumah tangga jika tidak
ditanggulangi dengan baik akan menjadi masalah sosial. Dengan kondisi ini,
Menteri Agama mengatakan pendidikan pra nikah perlu dijadikan gerakan
nasional dalam masyarakat.’

Yogyakarta merupakan kota pelajar yang semua mahasiswa dari berbagai
daerah, kota, dan negara berkumpul untuk menuntut ilmu di kota ini. Di kota
Yogyakarta terdapat berbagai sekolah, universitas, tempat-tempat kursus, kajian,
dan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengetahuan.
Beberapa tahun terakhir di kota Yogyakarta mulai bermunculan sekolah-sekolah

pra nikah islami yang dibuat oleh tokoh-tokoh agama Islam dan takmir mas;jid.

7 Angka Cerai Naik, Pemerintah Akan Adakan Kursus Pra Nikah, dalam
www.kemenag.go.id, diakses Tanggal 28 Desember 2015.

8 Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim di Indonesia, www.balitbang.kemenag.go.id,
diakses Tanggal 25 Agustus 2016.

 Kementerian Agama, Pendidikan Pra Nikah Perlu dijadikan Gerakan Nasional, dalam
www.bimasislamkemenag.go.id, diakses Tanggal 29 Juli 2016.




Sekolah-sekolah pra nikah tersebut mempunyai konsep pendidikan yang

bervariasi. Pelaksanaannya ada yang bertempat di masjid dan di luar masjid

seperti di ruang seminar multimedia.

B. Rumusan Masalah

1.

Apa yang melatarbelakangi berdirinya sekolah pra nikah di kota
Yogyakarta?
Bagaimana prospek penekanan tingkat perceraian sekolah pra nikah

lembaga keagaman Islam di kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari pembahasan tesis ini adalah:

. Untuk mengetahui latar belakang masifnya sekolah pra nikah di kota

Yogyakarta.

Menjelaskan tentang konsep pendidikan pra nikah yang diselenggarakan
oleh sekolah-sekolah pra nikah yang ada di kota Yogyakarta.

Untuk mengetahui tentang implikasi sekolah pra nikah terhadap keluarga-
keluarga di kota Yogyakarta dan manfaat sekolah pra nikah dalam rangka

menekan tingkat perceraian yang tinggi di kota Yogyakarta.

Kegunaan penelitian tesis ini adalah:
Agar dapat memberikan pemahaman tentang pentingya sekolah pra nikah
dalam masyarakat, dan dapat tercipta masyarakat aman dan damai yang

berawal dari institusi terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Dengan



pendidikan pra nikah, dapat memberikan kontribusi dalam membangun
sebuah keluarga yang sakinah dan terhindar dari perceraian.

2. Sebagai kontribusi bagi para penuntut ilmu, serta mensosialisasikan
tentang pendidikan pra nikah dalam masyarakat.

3. Memberikan masukan melalui penelitian ini, kepada institusi pemerintah
dan sekolah-sekolah pra nikah agar pendidikan pra nikah lebih
diperhatikan untuk disosialisasikan dalam masyarakat, dan saling
berkoordinasi antara institusi pemerintah dengan institusi swasta agar

pendidikan pra nikah dapat memberikan manfaat pada masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa karya yang
membahas tentang kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh BP4 (Badan
Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Penelitian yang membahas
tentang fungsi dan peran BP4 vyaitu penelitian oleh Nurdhin Baroroh yang
berjudul “Fungsi dan Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan,
Kabupaten Bantul, Yogyakarta”. Kesimpulannya yang pertama, memberikan
pembinaan bimbingan penyuluhan materi-materi yang terkait dengan upaya
harmonisasi dalam kehidupan keluarga. Kedua, memberikan bimbingan pra nikah
kepada calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan akad nikah. Ketiga,

melaksanakan fungsi hakam dan juru damai serta memberikan solusi alternatif ke



arah kebaikan, bagi pasangan suami istri yang mengalami disintegrasi dalam
kehidupan rumah tangganya.'”

Selanjutnya, penelitian yang membahas secara khusus fungsi BP4 untuk
membentuk keluarga sakinah yaitu penelitian oleh Burhanuddin Luthfy yang
berjudul “Efektifitas Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) dalam membentuk keluarga sakinah, (Studi terhadap BP4 Kecamatan
Gondokusuman, Yogyakarta)”. Kesimpulannya adalah efektifitas BP4 Kecamatan
Gondokusuman dalam melaksanakan perannya untuk menekan angka perceraian
pada tahun 2008-2009 masih sangat kecil, karena dipengaruhi banyak faktor.
Faktor penghambat dari klien sangat besar pengaruhnya dalam usaha untuk
menekan perceraian pada tahun 2008-2009, hal ini di buktikan dengan dari 22
pasangan yang berselisih dan mengadu ke kantor BP4 hanya ada 2 pasangan yang
berhasil didamaikan (rujuk kembali). Selain itu, faktor minimnya tenaga
profesional dalam menjalankan fungsi BP4, tapi secara umum BP4 telah

menjalankan fungsinya secara maksimal.!!

Penelitian yang juga membahas tentang fungsi BP4 secara khusus untuk
mewujudkan keluarga sakinah adalah penelitian Imam Wahyudi, yang berjudul
“Upaya preventif dan kuratif penasehat perkawinan (marriage counseling) dalam
mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus di BP4 Kecamatan Prembun)”.

Kesimpulan penelitian ini adalah upaya BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah

10 Nurdhin Baroroh, “Fungsi dan Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul),”
Tesis Tidak diterbitkan, Tahun 2008.

' Burhanuddin Luthfy, “Efektifitas Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan
Gondokusuman, Yogyakarta, Tahun 2008-2009),” Skripsi Tidak diterbitkan, Tahun 2011.



yang bersifat preventif dan kuratif. Upaya yang bersifat preventif diwujudkan
dalam kegiatan penasihatan pra nikah secara individu dan kelompok. Penasihatan
perkawinan secara individu dilaksanakan BP4 kepada calon pasangan pengantin
yang telah mendaftarkan diri ke pegawai pencatat nikah. Materi yang diberikan
adalah undang-undang perkawinan, adab pergaulan suami istri, penjelasan
mengenai nikah, talak, dan rujuk. Penasihatan pra nikah secara kolektif dilakukan
secara intensif oleh BP4 Kecamatan Primbun yaitu satu bulan 2 kali pertemuan,
setiap hari senin, pada pekan kedua dan keempat. Usaha kuratif dilakukan dalam
menerima pengaduan dari pasangan yang keluarganya dalam permasalahan,
biasanya yang dilaporkan masalah ekonomi, biologi, tanggung jawab dan
sebagainya. Ada dua hal yang menjadikan BP4 memiliki peran strategis dalam
melestarikan perkawinan yaitu, pembinaan kepada calon pengantin dan
memberikan masukan kepada pihak yang berkonflik agar dapat didamaikan,
karena sebelum diajukan ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu kepada BP4
sebagai persyaratannya. Kesempatan ini yang digunakan BP4 agar bisa

mendamaikan kedua belah pihak yang konflik.'?

Penelitian tentang Fungsi BP4 yang bersifat kuratif yaitu peran BP4 dalam
menyelesaikan konflik dalam perkawinan oleh Sri Harjanti yang berjudul “Peran
BP4 dalam Meresolusi Konflik Perkawinan, Studi Kasus KUA Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tahun 2008-2010”. Kesimpulan

dari penelitian ini adalah pertama, faktor yang menyebabkan timbulnya konflik

12 ITmam Wahyudi, “Upaya Preventif dan Kuratif Penasihat Perkawinan (Marriage
Counseling) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Prembun),”
Skripsi Tidak diterbitkan, Tahun 2004.
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perkawinan yaitu adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
perselingkuhan, masalah ekonomi, dan salah satu pihak meninggalkan tanggung
jawab. Kedua, metode untuk meresolusi konflik dengan wawancara (dialog
khusus) dan dengan ceramah (dialog umum). Ketiga, faktor pendukung adalah
besarnya dukungan dari berbagai lembaga dan instansi pemerintah yang terkait
dalam mendukung pembentukan keluarga sakinah, sedangkan faktor
penghambatnya adalah kurangnya tenaga profesional seperti psikolog, sosiolog,

dan sarana yang memadai. '

Kemudian penelitian tentang fungsi BP4 dalam mengurangi angka
perceraian adalah penelitian Ely Istikhanah yang berjudul “Upaya Badan
Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta
dalam mengurangi angka perceraian”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam mengurangi angka perceraian adalah
dengan menerima pengaduan pihak yang berkonflik lalu mempertemukan kedua

belah pihak dan memberi penasihatan sesuai dengan permasalahannya. '

Penelitian yang mengkomparasikan antara kursus pra nikah yang
diselenggarakan BP4 dan kursus pra nikah oleh lembaga Kevikepan yaitu
penelitian Ari Azhari yang berjudul “Pelaksanaan kursus pra nikah, studi
komparatif di KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan

Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan Kota Yogyakarta™.

13 Sri Harjanti, “Peran BP4 dalam Meresolusi Konflik Perkawinan (Studi Kasus KUA
Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas KAL-BAR Tahun 2008-2010),” Tesis Tidak
diterbitkan, Tahun 2010.

14 Ely Istikhanah, “Upaya Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) Kota Yogyakarta dalam Mengurangi Angka Perceraian,” Skripsi Tidak diterbitkan, Tahun
2008.
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Kesimpulannya adalah perbandingan pelaksanaan kursus pra nikah di kedua
lembaga tersebut. Pertama, di KUA Gondokusuman dilaksanakan hanya dua hari
dalam seminggu, yakni hari selasa dan kamis dengan durasi waktu, satu sampai
dua jam, dengan metode ceramah dan tanya jawab. Kedua, bahwa pelaksanaan di
Kevikepan Yogyakarta dilaksanakan selama lima hari, dari hari senin sampai
jumat, dengan durasi tiga jam setiap materi, kecuali hari jumat dengan durasi 4
jam setiap materi. Materi disampaikan oleh tim ahli yang berbeda-beda sesuai
dengan keahliannya. Metodenya ceramah, tanya jawab, quisioner dan simulasi.
Ketiga, materi yang disampaikan dalam kursus antara keduanya sama yaitu
tentang hukum perkawinan. Tetapi materi yang disampaikan oleh lembaga
kevikepan lebih komplit dibandingkan dengan KUA Kecamatan Gondokusuman,
karena konselor pada BP4 Gondokusuman hanya menyampaikan materi yang
berkaitan dengan agama saja. Faktor pendukung kursus pra nikah pada kedua
lembaga tersebut adalah pada KUA, adanya kerja sama dengan lembaga lain,
sarana yang memadai, keikut sertaan kepala KUA dan penyampaian secara
langsung kepada masyarakat. Faktor penghambat yaitu waktu yang singkat,
kekurangan tenaga ahli, kurang aktifnya calon yang mengikuti kursus pra nikah.
Lembaga Kevikepan faktor pendukungnya yaitu materi dan tenaga ahli yang
profesional, sarana, pra sarana, dan sistem yang baik. Sementara faktor

penghambatnya adalah peserta yang heterogen dan peserta tidak aktif.'>

15 Ari Azhari, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi Komparatif di KUA Kecamatan
Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga
Kevikepan DIY),” Tesis tidak diterbitkan ,Tahun 2014.
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Penelitian yang juga mengkomparasikan antara dua lembaga bimbingan
perkawinan yaitu penelitian Muhammad Husnul yang berjudul “Bimbingan
Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan
Katolik di Kota Yogyakarta)”. Kesimpulan penelitian ini adalah persoalan
bimbingan perkawinan Islam (pra nikah dan bimbingan keluarga) di kota
Yogyakarta, terletak pada tata pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kedua
lembaga yakni BP4 dan bimbingan perkawinan Katolik dari segi konsep dan
materi memiliki banyak kesamaan. Bimbingan perkawinan pada kedua lembaga
tersebut sama-sama memasukkan landasan teologis, filosofis dan sosiologis dalam
setiap materi bimbingan perkawinan, baik pra nikah maupun bimbingan

keluarga.'®

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, sudah banyak karya yang membahas
tentang bimbingan pra nikah oleh BP4. Belum ada karya yang melakukan
penelitian tentang sekolah pra nikah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga
sosial keagamaan Islam, dan prospeknya dalam menekan tingkat perceraian. Maka
penulis tertarik untuk membahas tentang sekolah pra nikah di kota Yogyakarta

yang akhir-akhir ini mulai bermunculan di tengah masyarakat.

E. Kerangka Teori
Penulis menggunakan empat teori dalam penelitian ini yaitu teori
institution, teori social control, teori self, dan teori self regulation. Dalam

menjawab rumusan masalah pertama penulis menggunakan teori institution dan

16 Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik, (Studi Komparasi
Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta),” Tesis Tidak diterbitkan, Tahun
2015.
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teori social control. Sedangkan rumusan masalah kedua dijawab dengan memakai

teori self dan teori self regulation.

Penelitian ini memakai pendekatan psikologi dan sosiologi. Teori
institution Soerjono Soekanto dipakai untuk menjawab tentang latar belakang
munculnya lembaga pra nikah, membandingkan antar sekolah-sekolah pra nikah
di Kota Yogyakarta dan fungsi dari institusi tersebut. Teori social control
Soerjono Soekanto untuk melihat fungsi dari institusi itu terhadap masyarakat dan
mengontrol tingginya angka perceraian yang terjadi di masyarakat. Teori Carl
Rogers tentang self dan Teori self regulation oleh Bandura dipakai untuk
menganalisis para peserta yang mengikuti sekolah pra nikah. Materi yang ada
dalam sekolah pra nikah memberikan ilmu dan dampak bagi para peserta dan
membentuk pola pikir peserta dan dapat meregulasi dirinya ketika menjalani

kehidupan berkeluarga.

1. Teori-Teori Sosiologi
a. Teori Institution
Institusi adalah sistem-sistem norma yang saling berhubungan, berakar
pada nilai-nilai bersama dan berlaku umum melintasi masyarakat tertentu atau
kelompok sosial, seperti cara-cara umum bertindak dan merasa.!” Pentingnya
isntitusi sosial bagi tertib sosial terutama ditekankan pada fungsionalisme
normatif yang dipandang sebagai ungkapan kesepakatan sosial dan pengertian
cara-cara yang di dalamnya fungsi sosial dapat dipenuhi dengan cara-cara yang

disetujui secara sosial. Lembaga sosial sebagai unsur struktur dianggap dapat

17 John Scott, Sosiologi: The Key Concepts (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 141.
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memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan masyarakat.
Lembaga sosial keluarga misalnya, mempunyai fungsi reproduksi, sosialisasi,

pemeliharaan anak-anak dan sebagainya.'®

Menurut Soerjono Soekanto, Institusi lahir untuk mengakomodasi
kebutuhan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan
pokok, apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan.!
Lembaga sosial sebagai suatu sistem norma khusus yang menata serangkaian
tindakan berpola mantap, guna memenuhi suatu keperluan yang khusus dalam

kehidupan masyarakat.?’

Para ahli sosiologi telah melakukan berbagai penggolongan tentang
pranata sosial atau lembaga sosial atas dasar fungsi pranata-pranata untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia berkaitan dengan tertib sosial warga
masyarakat, salah satunya yaitu educational institution yang berfungsi memenuhi
keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota
masyarakat yang berguna.’! Cara mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat

dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

1) Analisis historis, bertujuan untuk meneliti sejarah timbul dan

perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu.

18 Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 6.

9Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),
hlm. 218.

20 Koentjaningrat, Pengantar Antropologi I (Jakarta Rineka Cipta, 1996), hlm. 133.

2l Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. (Jakarta: Kencana, 2013), him. 291.



2)

3)
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Analisis komparatif, bertujuan untuk menelaah suatu lembaga
kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun
berbagai lapisan masyarakat tertentu.

Analisis fungsional, lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat pula
diselidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga
tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Suatu lembaga masyarakat
tidak mungkin  hidup sendiri terlepas dari lembaga-lembaga

kemasyarakatan lainnya.?

Lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai alat pengamatan

kemasyarakatan (social control), karena dengan mengetahui adanya lembaga-

lembaga itu setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak

masyarakat.?’

Lembaga sebagai kumpulan cara berbuat yang berguna untuk mengatur

stabilitas hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Lembaga juga dapat

dimaknai sebagai pola organisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia

yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai suatu ketetapan untuk

menggunakannya yang tetap, memperoleh konsep kesejahteraan masyarakat dan

melahirkan suatu struktur.>*

22 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ..., hlm. 236.
23 Soemardjan dan Soelaiman, Sefangkai Bunga Sosiologi (Jakarta: Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia, 1964), him. 63.

210.

24 Yesmil Anwar, Sosiologi Untuk Universitas, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm.
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b. Teori Social Control

Sistem Pengendalian sosial (social control) secara luas pengertiannya
adalah segala proses, baik direncanakan atau tidak, yang bersifat mendidik,
mengajak atau memaksa warga-warga masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah

dan nilai sosial yang berlaku.?®

Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap
kelompok lainnya, atau suatu kelompok terhadap individu.?® Pengendalian sosial
bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-
perubahan dalam masyarakat. Berdasarkan sudut sifatnya, pengendalian sosial
dapat bersifat preventif atau represif, atau bahkan kedua-duanya.?’ Preventif
merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada
keserasian antara kepastian dengan keadilan. Represif adalah usaha untuk
mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Preventif misalnya

dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal.?®

Cara pengendalian masyarakat dapat dijalankan dengan cara persuasif atau
dengan cara koersif. Cara persuasif terjadi apabila pengendalian sosial ditekankan
pada usaha untuk mengajak atau membimbing. Sedangkan cara koersif tekanan
diletakkan pada kekerasan atau ancaman dengan mempergunakan atau
mengandalkan kekuatan fisik. Ada pengendalian yang dilakukan secara institusi,

lisan, formal, tidak formal, simbolis, kekerasan, dan hukuman. Terhadap adanya

25 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ..., hlm. 226.

26 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Bhatara, 1973), hlm. 138.
27 Ibid., hlm. 319.

28 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ..., hlm. 226.
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gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat, lembaga sosial memiliki wewenang
reaksi sebagai bentuk respon atas deviasi sosial. Lembaga sosial berfungsi sebagai
pengendalian sosial (social control) terhadap dinamika dan perubahan sosial yang
terjadi dalam masyarakat. Fungsi pengendalian sosial tidak hanya tindakan
terhadap mereka yang membangkang, tetapi juga pada proses sosialisasi.
Pengendalian yang dilakukan secara institusi formal, tidak formal, simbolis,

hukuman dan sebagainya.?’

Dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial terdapat lembaga sosial
yang berfungsi sebagai kontrol terhadap terjadinya penyimpangan yang dilakukan
oleh anggota masyarakat. Indikator lembaga sosial di dalamnya terdapat unsur-
unsur nilai dan norma khusus yang dibakukan secara umum yang berfungsi
mengatur hubungan pola dan perilaku sosial sebagai bentuk upaya memenuhi
kebutuhan masyarakat misalnya pranata keluarga, ekonomi, pendidikan, agama,
dan politik. Lahirnya lembaga sosial karena ada tujuan dan fungsinya®® sebagai

kontrol sosial yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk.’!

2 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 2004), him. 57-59.

30 Ada tiga fungsi untuk dapat mewujudkan tujuan keberadaan lembaga sosial/pranata
sosial, yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat dalam bertingkah laku, menjaga keutuhan
masyarakat dari perpecahan dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial. Lihat
Narwoko dan Suyanto, Sosiologi ..., hlm. 217-218.

31 Fungsi kontrol sosial diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Pengendalian oleh
institusi berupa lisan, formal, tidak formal, simbolis, dan hukuman. Lihat Kamanto, Sosiologi ...,
hlm. 57-59.
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2. Teori-Teori Psikologi
a. Teori Self

Rogers mengenal dua aspek yang berbeda dari self, yaitu actual self dan
ideal self. Rogers berpendapat bahwa secara ilmiah orang tidak saja hanya
memikirkan dirinya sendiri pada saat ini, tetapi juga diri mereka yang potensial di
masa depan. Oleh karena itu, mereka mengorganisasikan pola persepsi yang tidak
hanya mengenai diri mereka saat ini, tetapi juga ideal self yang mereka inginkan.
Maka ideal self adalah konsep diri yang ingin sekali dimiliki individu. I/deal self
mencakup persepsi dan pemaknaan yang secara potensial relevan bagi self dan
sangat dihargai oleh individu. Menurut Rogers, self mengandung dua komponen
yang berbeda, yaitu self yang kita yakini adalah diri kita saat ini dan self yang

secara ideal kita lihat sebagai diri kita di masa yang akan datang. **

Teori self dari Carl Rogers mendeskripsikan the self sebagai sebuah
konstruk yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri.
The self terbagi dua yaitu real self dan ideal self. Real self (saya adalah) adalah
keadaan individu saat ini dan ideal self (saya harus) adalah keadaan diri individu

itu sendiri atau apa yang ingin dicapai oleh individu tersebut. 3

Konsep diri mencakup semua aspek keberadaan diri dan pengalaman
seperti yang dipahami oleh kesadaran seorang individu (meski tidak selalu

akurat). Ideal self adalah pandangan seseorang tentang dirinya seperti yang

32 Daniel Cervone dan Lawrence A. Pervin, Kepribadian: Teori dan Penelitian, terj.
Aliya Tusyani, dkk (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 211.

33 Psipop. Blogspot. Nelwandi Yh Psikologi Kepribadian II B. Teori Carl Rogers,
Bandung, Universitas Nasional Bandung. diakses tanggal 15 mei 2016.
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diharapkannya demikian. Diri ideal mengandung semua atribut yang biasanya

positif, mendorong seseorang untuk memilikinya. 3

Real self dibentuk dari actualizing tendency, organismic valuing, serta
menerima penghargaan atas keberhasilannya, sedangkan ideal self didapat dari
kondisi keberhargaan yang dimiliki masyarakat. Jika dia gagal maka penghargaan
masyarakat pada dirinya akan berkurang. Pada saat terjadi konflik antara kedua
self ini seorang individu akan merasa cemas terancam eksistensinya. Contohnya
keadaan gagal ujian, ideal self adalah lulus ujian dan kenyataannya gagal, jika
sadar akan kegagalan maka solusinya adalah belajar tetapi ada juga yang
menggunakan opsi defense mechanism dalam menghadapi kegagalannya.
Solusinya adalah meningkatkan rea/ self mendekati ideal self. Konsep self adalah
kumpulan keyakinan dan persepsi diri mengenai diri sendiri yang terorganisasi.
Dengan kata lain konsep self tersebut bekerja sebagai skema dasar. Self
memberikan sebuah kerangka berpikir yang menentukan bagaimana kita
mengolah informasi tentang diri kita sendiri, termasuk motivasi, keadaan

emosional, evaluasi diri, kemampuan, dan banyak hal lainnya >’

Konsep self berkembang dalam sebuah konteks budaya dan setiap budaya
memiliki perbedaan-perbedaan. Banyak penelitian pada perbedaan budaya
dipusatkan pada efek individualisme versus kolektivisme terhadap konsep self.

Mengetahui apa yang anda inginkan bagi diri anda (ideal self), apa yang tidak

34 Jess Feist dan Gregory J Feist, Theories of Personality, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), him.276.

35 Robert A. Baron and Donn Byrne, Psikologi Sosial, terj. Ratna Djuwita dkk (Jakarta:
Erlangga, 2005), hlm. 167.
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ingin anda inginkan (feared self) dan apa yang memotivasi anda. Beberapa orang
menjadi bersemangat saat memvisualisasikan ideal self dan ada juga yang

bersemangat ketika membayangkan feared self mereka.>®

Rogers membedakan antara dua aspek diri masa depan (future self)
seseorang: diri ideal dan diri yang seharusnya (ought self). Pada saat konsep diri
ideal memuat harapan ambisi dan hasrat seseorang, sedangkan konsep diri yang
seharusnya mengandung keyakinan seseorang tentang tugas, tanggung jawab dan
kewajiban.’’ Penting untuk membedakan antara keduanya, menurut Higgins
ketidaksesuaian antara diri aktual dan diri ideal menimbulkan apa yang disebut
dengan dejection-related emotions. Jika seseorang menginginkan diri ideal nilai
A, tetapi kenyataan mendapat nilai C, maka dia akan merasa kecewa, sedih,
bahkan tertekan. Sedangkan ketidaksesuaian antara diri dan diri yang seharusnya
akan menimbulkan agitation-relate emotions. Jika seseorang memiliki diri yang
seharusnya nilai A, tetapi dia mendapat nilai C, maka dia akan cenderung merasa
takut, terancam dan cemas. Penting membedakan keduanya karena akan
membedakan emosi. Higgins berpendapat bahwa diri ideal dan diri yang
seharusnya bertindak sebagai pedoman untuk mengarahan dan mengorganisasi
perilaku sosial. Akan tetapi ketika keduanya terkadang bekerja bersama, akan
mengalami konflik. Apa yang kita idealkan untuk diri kita dan apa yang wajib
dilakukan tidak selalu sejalan. Contohnya, sebagian wanita merasakan konflik

antara keinginan mereka untuk berkarir kerja professional yang sukses (ideal self)

36 Lawrence A. Pervin, Daniel Cervone, dan Oliver P. John, Psikologi Kepribadian: Teori
dan Penelitian, terj. A.K. Anwar (Jakarta: Kencana 2010), hlm.199.
37 Ibid., hlm. 200.
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dan harapan sosial bahwa mereka harus menjadi seorang ibu (ought self). Ini
adalah jenis konflik yang harus diwaspadai menurut Rogers dan diselesaikan klien

melalui terapi.*®

Kepribadian dalam studi ini adalah kecenderungan psikologi seseorang
untuk melakukan tingkah pekerti sosial tertentu baik tingkah pekerti yang bersifat
tertutup (seperti berperasaan, berkehendak, berpikir, dan bersikap), maupun
tingkah pekerti yang terbuka (perbuatan). Maka kepribadian adalah integrasi dari
keseluruhan kecenderungan seseorang untuk berperasaan, berkehendak, bersikap,
dan berbuat menurut pola tingkah pekerti tertentu. Kepribadian itu adalah gejala
yang berada di tengah alam psike jiwa seeorang. Gejala ini tumbuh berangsur-
angsur dalam psike warga masyarakat diakibatkan oleh proses-proses yang dkenal

dengan sebutan sosialisasi dan internalisasi.*’

Lewat kedua proses itulah seseorang meresap norma-norma sosial dan
pola tingkah pekerti sosial yang dapat diamati dan dihayati ke dalam psikenya dan
berpedoman pada norma-norma dan pola-pola yang terinternalisasi itulah
seseorang menjadi memiliki kecenderungan untuk bertingkah pekerti menurut
pola-pola tertentu atau memiliki kepribadian. Norma-norma, pola-pola tingkah
pekerti yang disosialisasikan secara langsung lewat proses pendidikan dan
pengajaran ataupun yang disosialisasikan secara tidak langsung lewat interaksi
kelompok kesemuanya diterima dan diperhatikan oleh individu yang tengah

terbentuk kepribadiannya dan kemudian diinternalisasikan ke dalam mentalnya.

38 Ibid., hlm. 200.
39 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, Cet IV
(Jakarta, Kencana, 2010), him.84.
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Di dalam mental, segala norma dan pola yang diinternalisasikan itu tidak berada
dalam keadaan cerai berai melainkan lebih lanjut diorganisir, dan menghasilkan
apa yang disebut organisasi kepribadian. Apabila organisasi kepribadian telah
terbentuk maka dapatlah dikatakan bahwa individu yang bersangkutan ini telah
berkepribadian. Dalam hal demikian dia akan mampu berdasar pedoman-pedoman
normatif yang telah diterima di dalam mentalnya itu untuk menyelenggarakan

tingkah yang terorganisir, konsisten dan mempunyai pola dan watak tertentu.*’

b. Teori Self Regulation

Teori sosial kognitif pada dasarnya menyasar motivasi manusia dengan
menguji pengaruh motivasional dari pikiran terhadap diri sendiri. Ide umumnya
adalah orang memandu dan memotivasi tindakan mereka sendiri melalui proses
berpikir. Teori sosial kognitif menekankan kemampuan manusia untuk meramal
kemampuan kita untuk mengantisipasi dan membuat rencana berkaitan dengan hal
tersebut. Menurut Bandura, Regulasi diri bermakna bahwa individu memiliki
kapasitas untuk memotivasi diri mereka sendiri untuk menetapkan tujuan
personal, untuk merencanakan strategi, untuk mengevaluasi dan memodifikasi
perilaku. Melalui perkembangan mekanisme kognitif seperti ekspektasi, standar
dan evaluasi diri, kita dapat menetapkan tujuan bagi masa depan dan mendapatkan

kontrol terhadap nasib kita sendiri.*!

Bandura dengan teori self regulation mengacu pada cara orang mengontrol

dan mengarahkan tindakan mereka sendiri. Orang memiliki banyak informasi

40 Ipid., hlm. 88.
4l Lawrence A. Pervin, Daniel Cervone, dan Oliver P. John, Psikologi ..., hlm. 462-463.
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tentang dirinya sendiri, termasuk karakteristik personal dan keinginan serta
konsep masa depan diri mereka. Mereka merumuskan tujuan dan mengejarnya
menggunakan keahlian sosial dan regulasi diri. Orang memiliki banyak informasi
tentang dirinya sendiri termasuk karakteristik personal dan keinginan serta konsep

masa depan diri mereka.*?

Self Regulation adalah upaya untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan
perilaku dalam rangka mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut
kita perlu fokus dan melakukan regulasi diri supaya tujuan tersebur bisa dicapai.
Dalam konteks pencapaian tujuan, kemampuan regulasi diri tampak sangat vital
sekali. Bukan hanya itu, menurut Vohs dan Baummeter, ketidakmampuan
melakukan regulasi diri mempunyai dampak yang sangat luas. Masalah personal
maupun sosial bisa muncul karena kurang mampu dalam meregulasi diri, seperti
terjadi konflik yang berujung pada perceraian apabila tidak bisa meregulasi
dirinya. Agama mengandung ajaran pengaturan diri yag sangat rinci dan detail.
Penelitian McCullough dan Willoughby juga McCullough dan Carter
menyimpulkan terdapat banyak ritual keagamaan yang mengajarkan behavioral
self regulation yaitu aspek perilaku dari konstruksi self regulation. Agama Islam
mengatur secara detail perilaku pemeluknya. Setiap memulai aktivitas dianjurkan

untuk membaca basmalah dan membaca doa, sebelum tidur dianjurkan berwudhu,

42 Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears, Psikologi Sosial, Cet 11
(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 133-134.
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berdoa, menghadap kiblat dan miring ke sebelah kanan. Semua aturan/regulasi itu

tujuannya untuk kemaslahatan manusia.*’

Behavioral self regulation merupakan aspek yang sangat penting bagi
pembentukan kemampuan meregulasi diri. Orang yang mampu mengendalikan
perilaku tidak akan menunjukkan gejala inattention, impulsivity/hyperactivity, dan
aggresivity (Dawes, Tarter, dan Krisci, 1997). Oleh karena itu, penghayatan
seseorang terhadap agama sering kali berhubungan positif dengan kebahagiaan,
kesejahteraan subjektif, kepuasan hidup, rendahnya stress, dan kecemasan serta
berhubungan negatif dengan masalah-masalah sosial seperti bunuh diri, seks
bebas dan sebagainya. Agama dapat meningkatkan kemampuan penganutnya di

dalam meregulasi dirinya, baik pikiran, perasaan, maupun perilakunya.

1. Agama berhubungan dengan aspek tujuan dapat dijelaskan dengan dua hal.
Pertama, agama mendorong pemeluknya untuk memiliki tujuan dan nilai-
nilai yang lebih spesifik, dan yang kedua, agama dapat memberikan
muatan lebih terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai, salah satunya
dengan memberikan muatan kesucian.

2. Agama berhubungan dengan self monitoring, karena sistem kepercayaan
agama menempatkan Tuhan sebagai Dzat yang dapat mengamati, menilai,
dan memberikan reward atau punishment terhadap pemeluknya. Agama
bersifat self regulation, melalui ritual keagaman yang bersifat instropeksi

seperti sholat, dzikir, dan lain-lain.

4 Agus Abdul Rahman, Psikologi Sosial: Integrasi Pengetahuan Wahyu dan
Pengetahuan Empirik, Cet 11 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 68-69.
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3. Agama berhubungan dengan aspek self regulation karena keterlibatan
dalam suatu kelompok agama diyakini akan membuahkan reward atau
punishment yang ini akan memperkuat self regulation seseorang.

4. Agama berhubungan dengan output atau fools for self change karena
agama mengajarkan perangkat psikologis dan behavioral yang efektif dan

memungkinkan terjadinya perubahan diri.**

F. Metode Penelitian

Metode penelitian, sering pula disebut “strategi pemecahan masalah”.
Sebab dalam tahap ini, mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian
hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.*’

Metodologi dalam pengertian luas mengacu pada pengertian yang
menyangkut proses, prinsip dan prosedur yang dipergunakan untuk mendekati
masalah dan mencari jawabannya. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang
diungkapkan dalam bagian ini berkaitan dengan proses, prinsip dan prosedur
penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif.
Dalam metode kualitatif terdapat tiga aspek penting yaitu, tempat (place), pelaku
(actotrs), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.*°

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu

dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Penelitian yang digunakan penulis

4 Ibid., hlm. 70.

4 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), him. 31.

46 James Spradley, The Ethnographic Interview, terj. Misbah Zulfa Elizabeth
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 175-249.
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bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu
individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan tidak menggunakan
angka-angka, tetapi dengan kata-kata serta mengumpulkan informasi sebanyak-
banyaknya mengenai permasalahan yang terkait untuk selanjutnya dianalisa sesuai
dengan permasalahan yang ada, yakni bagaimana prospek sekolah pra nikah untuk
menekan angka perceraian di Kota Yogyakarta.

Dalam memahami sekolah pra nikah ini peneliti berinteraksi dengan
pendiri sekolah pra nikah, peserta, dan observasi di tempat pelaksanaanya. Penulis
melakukan penelitian pendahuluan sebagai bahan dalam pengamatan selanjutnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah pendiri sekolah
pra nikah di Kota Yogyakarta, pemateri, dan para peserta yang mengikuti sekolah
pra nikah. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan sosiologis dan psikologis, yakni mengkaji tentang faktor yang
melatarbelakangi munculnya sekolah pra nikah dan bagaimana pengaruh sekolah
pra nikah terhadap peserta yang mengikutinya serta impikasi dari kegiatan
tersebut baik terhadap permasalahan sosial yakni menekan tingkat perceraian di
kota Yogyakarta.

1. Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi 3 yaitu manusia (person), tempat
(place), dan dokumen (paper).*’ Menurut cara memperolehnya, data dapat
dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data

yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian (responden). Data sekunder

47 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2013), him. 172.
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merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi, artinya data sudah dalam
bentuk jadi.** Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu
pendiri dan peserta sekolah pra nikah. Untuk melengkapi penelitian ini penulis
juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari buku-buku yang
berhubungan dengan penelitian ini, seperti ensiklopedi, dan situs internet berupa

artikel yang sesuai dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penulis juga menggunakan
metode triangulasi data. Triangulasi adalah melihat suatu realitas dari berbagai
sudut pandang atau perspektif, dari berbagai segi hingga kredibel dan akurat.
Untuk membuat triangulasi kita perlu mengoleksi tipe data yang berbeda-beda,
menggunakan sumber data yang berbeda-beda, dalam waku yang berbeda-beda
pula. Triangulasi data berarti menggunakan bermacam-macam data, menggunakan
lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, dan melibatkan lebih banyak

peneliti.*’

2. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah proses yang sistematis dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan.>

Dalam pengumpulan data, penulis
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dilakukan dengan mengambil

orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti, menurut ciri-ciri spesifik yang

dimiliki oleh sampel itu. Sampling yang purposive adalah sampel yang dipilih

4 1 Made Wartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis, Cet I
(Yogyakarta: Andi, 2006), him. 34.

4 JR. Raco, Metode Peneltian Kualitatif, Jenis, Karakteristk dan Keunggulannya
(Jakarta: Grasindo), hlm. 134.

30 Mohamad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 174.
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dengan cermat, hingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha
agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Dengan
demikian, diusahakannya agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial dari
populasi, sehingga dapat dianggap cukup representatif>! Jika jumlah populasi
kurang dari 100 maka 10%, dan jika populasi lebih dari 100 maka 15% dari
jumlah populasi.>? Hasil penelitian populasi berlaku bagi populasi sedangkan hasil
penelitian sampel berlaku bagi populasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan

teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data dengan langsung
mengadakan kunjungan di lokasi penelitian di tempat-tempat yang
mengadakan sekolah pra nikah islami dan mengikuti kegiatan sekolah pra
nikah, serta kunjungan kepada pemateri dan peserta yang telah mengikuti
sekolah pra nikah.

b. Interview yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mewawancarai orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi
yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap
melainkan hanya garis-garis besar dari permasalahan lalu dikembangkan
ketika proses wawancara, dalam hal ini wawancara tidak terstruktur. Hal
ini dilakukan agar mendapatkan informasi secara mendalam dan

komprehensif.

S1'S. Nasution, Metode Research, Cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 98.
2 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam
Semesta, 2003), him. 36.
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c. Dokumentasi adalah penelitian dengan meneliti dokumentasi yang ada dan
mempunyai relevansi dengan penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk
memperoleh data-data dan silabus tentang konsep sekolah pra nikah yang
diselenggarakan dan implikasi dari sekolah pra nikah untuk menekan
angka perceraian.

3. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data
Metode Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis

Miles yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan
tertulis di lapangan.’ Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan.>* Verifikasi data adalah pemeriksaan dan pengujian kebenaran,

3 Dalam

kecocokan, dan kekokohan makna-makna yang muncul dari data.
penelitian ini penulis menyeleksi dan mengumpulkan data-data yang berhubungan
dengan penelitian ini. Setelah data-data terkumpul, lalu penulis menyajikan dalam
bentuk narasi dan tabel. Penulis menarik kesimpulan awal dari data-data yang

telah tersusun dan terus memverifikasi data yang telah terkumpul sampai akhir

penelitian agar mendapatkan kesimpulan dan data yang valid.

33 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep
Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), him. 16.

3 Ibid., hlm. 17.

33 Ibid., hlm. 18.
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Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Triagulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningatan

validitas dalam penelitan kualitatif.’* Ada empat macam teknik triangulasi, yaitu:

a.

Triangulasi data yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus
menggunakan beragam sumber data yang berbeda.

Triangulasi metode yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan
mengumpulan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode
pengumpulan data yang berbeda.

Triangulasi peneliti yaitu hasil penelitian, baik data ataupun kesimpulan
mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari
beberapa peneliti.

Triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan
perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-
permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik
kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.®’

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teort,

triangulasi metode, dan triangulasi data.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bab pendahuluan untuk menguraikan latar belakang

masalah yang berkaitan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat yaitu

meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan fakta sosial yang

5 H.B. Sutopo, Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian

(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm 7-8.

57 Ibid., him. 78.
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terjadi, muncul lembaga-lembaga pendidikan tentang pernikahan untuk merespon
permasalahan keluarga termasuk masalah perceraian. Setelah itu penulis
merumuskan pokok-pokok masalah. Kemudian penulis menjelaskan tujuan dan
kegunaan penelitian. Lalu penulis membahas kajian pustaka dan kerangka teori.
Penulis menjabarkan teori-teori yang akan dipakai untuk menganalisis dan
menjawab rumusan masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian tesis,
lalu penulis menjelaskan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang pengertian sekolah pra nikah agar menjadi
jelas objek yang diteliti. Lalu penulis membahas pengertian Badan Penasihatan
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), persamaan, perbedaan, dan status
kedua lembaga kursus pra nikah tersebut dalam masyarakat. Setelah menjelaskan
objek penelitian yaitu sekolah pra nikah, penulis membahas sekolah pra nikah
dalam perspektif psikologi keluarga dan sosiologi keluarga.

Dalam bab III, penulis menjawab rumusan masalah pertama. Penulis
membahas tentang gambaran umum wilayah Yogyakarta yang menjadi lokasi
penelitian. Selanjutnya, penulis mendeskripsikan hasil wawancara dengan para
pendiri sekolah pra nikah di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis
membahas tiga lembaga pendidikan pra nikah yang ada di Kota Yogyakarta.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pendiri sekolah pra nikah penulis
menjelaskan tentang profil dari masing-masing sekolah pra nikah di Kota
Yogyakarta. Lalu penulis membahas tentang konsep pendidikan dan materi yang
diterapkan dalam sekolah-sekolah pra nikah. Setelah itu penulis menjelaskan

penyebab berdirinya sekolah-sekolah pra nikah yang ada di kota Yogyakarta
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sekaligus menjawab rumusan masalah yang pertama. Kemudian penulis
menganalisa integrasi antara agama dan sains dalam materi-materi yang diajarkan
di sekolah-sekolah pra nikah.

Pada Bab IV, penulis menguraikan dan menjawab rumusan masalah yang
kedua. Setelah memahami tentang profil sekolah pra nikah, konsep pendidikan
dan penyebab berdirinya sekolah pra nikah, penulis menganalisis prospek sekolah
pra nikah dalam menekan tingkat perceraian sekaligus untuk menjawab pokok
masalah yang kedua dalam penelitian ini. Penulis memaparkan data faktor-faktor
penyebab perceraian secara umum di Indonesia, khususnya di kota Yogyakarta.
Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian penulis menjelaskan
prospek materi-materi sekolah pra nikah yang dapat mencegah terjadinya
perceraian dan dampak dari materi-materi tersebut terhadap peserta yang
mengikuti sekolah pra nikah. Kemudian penulis menjelaskan tentang kondisi
lembaga keagamaan Islam dan BP4 di kota Yogyakarta dan prospek penekanan
tingkat perceraian.

Bab V sebagai bab penutup, penulis memberikan kesimpulan yang
merupakan jawaban dari rumusan masalah pembahasan tesis ini. Kemudian
penulis memberikan saran-saran, rekomendasi, dan solusi yang berkaitan dengan

penelitian ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan

sekaligus untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

Penyebab munculnya sekolah-sekolah pra nikah di kota Yogyakarta
karena kesadaran dari sebagian kalangan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan
melihat fakta yang terjadi di masyarakat tentang meningkatnya jumlah perceraian,
lalu mempunyai inisiatif untuk mendirikan kegiatan yang membahas tentang
ilmu-ilmu dan keterampilan dalam rumah tangga. Materi yang diajarkan dalam
sekolah pra nikah terdiri dari ilmu agama, ilmu sosial humaniora, dan
pengembangan keterampilan. Setelah sekolah pra nikah berdiri, fungsi sebagai
kontrol sosial berjalan dengan baik, dan fungsi yang dijalankan bersifat preventif.
Sekolah pra nikah di kota Yogyakarta, masing-masing memiliki sasaran dan

konsep pendidikan dalam mengedukasi masyarakat.

Prospek sekolah pra nikah dapat menekan tingkat perceraian karena
materi-materi yang diberikan dalam konsep pendidikan sekolah pra nikah bisa
mencegah terjadinya perceraian. Dengan mengikuti pendidikan tentang
pernikahan peserta mendapatkan ilmu dan keterampilan sebagai pondasi untuk
mengarungi kehidupan rumah tangga dan mengatasi konflik agar terhindar dari

perceraian.
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B. Saran-saran

Saat ini keempat lembaga (Pengadilan Agama, Kementerian Agama, BP4,
dan Sekolah pra nikah) belum saling berkoordinasi. Menurut penulis, lembaga-
lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta bekerjasama, agar
permasalahan keluarga khususnya fenomena perceraian yang semakin meningkat

jumlahnya setiap tahun di Indonesia mendapatkan solusi yang efektif.

Pengadilan Sekolah Kementerian Masyarakat
Agama |:> Pra Nikah |:> Agama/KUA E>
dan BP4

Berdasarkan data perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, sekolah
pra nikah menyusun kurikulum silabus dengan melihat data faktor-faktor
penyebab perceraian. Lalu sekolah pra nikah dan BP4 membuat materi yang
membahas tentang penyebab perceraian dan merumuskan materi-materi yang
dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sekolah pra nikah menyerahkan
kurikulum kepada Pemerintah (Kementerian Agama) untuk diakreditasi.
Pemerintah melalui Kemenag membuat peraturan berupa persyaratan-persyaratan
menikah, salah satu syaratnya harus mengikuti terlebih dahulu pendidikan pra
nikah. Aturan yang telah dibuat di sosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
Jika Kementerian Agama membuat peraturan bahwa setiap warga negara yang
ingin menikah wajib mengikuti pendidikan dan syarat untuk menikah harus
mempunyai sertifikat dari lembaga pra nikah, maka hal ini akan semakin efektif

dan dapat menjangkau masyarakat luas. Bagi pasangan yang sudah menikah dan
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belum sempat mendapatkan pendidikan pra nikah, maka tetap harus mengikuti
pendidikan tentang pernikahan atau mengikuti program pendidikan pasca nikah.

Jadi, selain pendidikan pra nikah, perlu juga dibuat pendidikan pasca nikah.

Saran untuk peneliti selanjutnya yakni mengadakan penelitian kembali
tentang lembaga-lembaga yang melaksanakan pendidikan tentang pernikahan di
Kota Yogyakarta. Pendiri Samara berencana akan melaksanakan program ABI
(Ayah Bayi Idaman) untuk para calon ayah, Pendiri SCI akan membuka juga
program Sekolah Calon Ayah (SCA), dan AISHAH akan melaksanakan program
pendidikan pernikahan dengan sistem onl/ine karena semakin banyaknya

permintaan dari masyarakat.
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.11/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2019);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);

5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon | Kemnterian Negara ;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
BAB |



KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1)

)

(3)

(4)

()

(6)
(")

kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan
penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan
keluarga.

Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan
perempuan muslimah 16 tahun.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu
memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana
kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami,
mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul
karimabh.

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4
adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kkerja
Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmabh.

Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah
memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus
pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian
Agama.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan
rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta
mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

1)

BAB IlII
PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 3

Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah
memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;



(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja
sama dengan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau
organisasi keagamaan Islam lainnya.

(3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah
dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

(4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan
baru.

Bagian Kedua
Sarana
Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat
Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda
bukti kelulusan;

2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus;

3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan
perkawinan;

BAB IV
PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan
perkawinan.

BAB V
MATERI DAN NARASUMBER
Pasal 8

(1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Kelompok dasar



)
©)

(4)

(1)

()

b. Kelompok Inti
c. Kelompok Penunjang

Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh
masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peratuan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan
ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

/Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Abdul Djdmil, MA
4~ NIP. 195704141982031003 £
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LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.11/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta
pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan
adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga
turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah
keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya
jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada
lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan
mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut
keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam
mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila
memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota
keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya
nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan
keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua
calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai
peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk
kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan
perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi
rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan
pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang
calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam
rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak
berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir
dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan
singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah
satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon
pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan
rumah tangga.



Di indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per
tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab
Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi
dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya Kkrisis
perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas
dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan
bangsa Indonesia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM
yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena
badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam
menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga
tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah
warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen
Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan
implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi
penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian
Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaran kursus pra nikah
dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda
dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon
pengantin biasanya dilakukan olen KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu
memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah
lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau
pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah
pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang
luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai
saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2019);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahterah ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional,

6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;



10.

11.

12.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara,;

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;

Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/111/Bangda perihal Pelaksanaan
Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal
pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga
dan keluarga.

Tujuan khusus :

1.

Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan
mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon
pengantin;

Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan
calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1.

3.

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan
dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang
kehidupan rumah tangga dan keluarga

Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu
memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana
kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta
mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan
dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasayarakat

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q
Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga
penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.



4. Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah Pedoman tentang mekanisme
pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi,
narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan
kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB Il
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para
pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat
Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta
badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot cource) yang diberikan
kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam
pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama.
Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura
dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah.
Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan
kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan
Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan
dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu
libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan
kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin
biasanya dilakukan olen KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari
setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih
luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan
kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para
peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan
pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB IlI
PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan
Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan
Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari
Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh
badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya
dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang
di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi



sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon
pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4
kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi
kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan
pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.
Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan
bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus
pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang
diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada
tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat
untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka
perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai
penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan
Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja
Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya,
BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu
pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4
harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV
AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi
1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q
Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan
pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra
nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat
Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah;

b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Cg. Bidang Urusan Agama Islam;

c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian
Agama Kabupaten/Kota Cg. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor
Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;

b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah;



C.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh
badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

a)

b)

c)

Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & Kinerja
badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang
terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-
indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah kursus pranikah;

Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah
dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan
atau keinginan masyarakat;

Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan
berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

a)

b)
c)

Keseimbangan fokus antara kelayakan dan Kkinerja badan/lembaga/organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;

Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan
balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam
komponen yaitu:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)

kurikulum dan proses belajar mengajar;
administrasi dan manajemen;
organisasi dan kelembagaan;

sarana prasarana;

ketenagaan;

pembiayaan;

peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam
beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui
prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

a)

b)

organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan
akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
visitasi oleh asesor;



10.

11.

12.

a) penetapan hasil akreditasi;
b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan

memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;

b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis
yang dibuktikan dengan ijazah;

c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah
ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);

d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai ( ruang kantor/ruang belajar/ruang
kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta
kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan
keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga
pengajar;

e) profil badan/lembaga.

Hasil Akreditasi
Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan
saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk
menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan
kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan
dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran
tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam
rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah di masa mendatang.

Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat
dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan
diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya
kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati
penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi
berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.



13. Kewenganan Pengawasan

a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq.
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah

b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Cq. Bidang Urusan Agama Islam

c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementrian Agama
Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan.

. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi
dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data
dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh
Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi
persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga
mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim ( asesor ) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara,
verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan
komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:

b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;

c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat
akreditasi;

d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data
pendukung);

e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun,
dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai

berikut :

a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait
secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk
melaksanakan tugasnya;



b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;

c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;

d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara
obyektif ke pimpinan;

e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan
Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas
menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan
tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai
dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi
Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan
Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan
klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi
kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan
dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata
organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan
lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan
Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai
temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan
dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan
Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;

2. instrumen visitasi,

3. rekomendasi atas temuan,

4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah
Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai
berikut:

a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat
visitasi.



b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan
keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.

c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor
yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi

Pembiayaan Visitasi
a) Pembiayaan visitasi bersumber dari Dipa Ditjen Bimas Islam;

b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana
akreditasi;

c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai
dan layak bagi tim asesor;

d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh
lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian
tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana
terlampir.

BAB V
PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus,

modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul
disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra
nikah.

Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok

penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study
kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan di lapangan.

Narasumber/pengajar

a. konsultan keluarga,

b. tokoh agama,

c. psikolog, dan

d. profesional dibidangnya.
. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana

APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara

dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan



sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana
APBN/APBD.

Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten
yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti
kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan
kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau
sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai
tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan
perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini
sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat
berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaaan
dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah
tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk
kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan
diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan
lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat
pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk
sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara
dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

/Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
/A NIP. 195704141982031003 £




Rujukan:
1.PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

2.UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak

3.PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS

4, Surat edaran Mendagri No. 400/564/111/Bangda Tahun
1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS

5.Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.
D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga

sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian

9. Tata Cara Rujuk



KURIKULUM DAN SILABUS
KURSUS PRA NIKAH

JUMLAH

MATA DIKLAT KOMPETENSI INDIKATOR MATERI POKOK URAIAN MATERI JPL | Perte
muan

KELOMPOK DASAR

Kebijakan Kementerian Agama 1
tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

Kebijakan Ditjen Bimas Islam 1
tentang Pelaksanaan Kursus Pra
Nikah

Peraturan Perundangan tentang 1. UU Perkawinan & KHI| - Konsep perkawinan 1
perkawinan dan pembinaan keluarga - Azas perkawinan

- Pembatasan poligami

- Batasan usia nikah

- Pembatalan perkawinan
- Perjanjian perkawinan
- Harta bersama

- Hak dan kewajiban

- Masalah status anak

- Perkawinan campuran

- Pengertian KDRT 1

- Bentuk-bentuk KDRT

- Faktor-faktor Penyebab
KDRT

- Dampak KDRT

- Aturan Hukum

- Tanggungjawab
Pemerintah dan
keluarga 1

2. UU KDRT

3. UU Perlindungan Anak | - Pengertian anak

- Hak anak

- Kedudukan anak dalam
Islam




Hukum Munakahat

Memahami ketentuan-
ketentuan syariah tentang
fikih munakahat

(==

. Menjelaskan

Konsep dasar
perkawinan
Menjelaskan tujuan
dan hikmah
perkawinan

. Menjelaskan syarat

dan rukun nikah
Menjelaskan akad
nikah dan ljab kabul

. Menjelaskan Hak

dan kewajiban
suami isteri

. Menjelaskan

mu’asarah bil
ma’ruf

. Menjelaskan adab

nikah

. Menjelaskan Hak

dan kewajiban
orang tua terhadap
anak

Prosedur Pernikahan

KELOMPOK INTI

Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

- Mampu memahami

fungsi-fungsi keluarga

- Mampu menjelaskan
secara kontekstual
fungsi-fungsi keluarga
dengan pengalaman
kehidupan perkawinan
dan keluarga

- Mampu
mengimplementasikan
dalam kehidupan
keluarga melalui action

plan

1. Fungsi Agama.

2. Fungsi Reproduksi.

1.a. Memfungsikan nilai-
nilai ajaran Islam
dalam kehidupan
rumahtangga

b. Fungsi pemeliharaan
fitrah manusia

c. Penguatan tauhid
dengan
pengembangkan
akhlakulkarimah

Fungsi reproduksi yang
didasarkan akad pertawinan




yang suci

3. Fungsi kasih sayang|3.a. Kasih sayang dan efeksi
dan afeksi. sebagai kebutuhan
dasar manusia

b. Kedekatan dan
kelekatan fisik dan
batiniah anak dan
orang tua

c. Ketertarikan kepada
lawan jenis sebagai
sunatullah

d. Kasihsayang sebagai
landasan amal sholeh
yang memberi manfaat
bagi sesama

4. Fungsi Perlindungan. | 4.a. hak dan kewajiban
suami isteri memiliki
fungsi perlindungan

b. perlindungan terhadap
anggota keluarga dari
kekerasan dan
pengabaian

c. perlindungan terhadap
hak tumbuh kembang
anak

5. Fungsi Pendidikan dan|5.a. Fungsi keluarga bagi
Sosialisasi Nilai. pembentukan karakter

b. Fungsi sosialisasi dan
transmisi nilai

c. Fungsi keteladanan dan
modeling

d. Fungsi membangun
benteng moralitas

6. Fungsi Ekonomi. 6.a. Fungsi produksi untuk
memperoleh penghasilan




7. Fungsi Sosial Budaya.

b. Fungsi pembelanjaan
untuk memenuhi
kebutuhan bagi
kelangsungan keluarga

c. Keseimbangan antara
income dan pengeluaran

d. Diperlukan tata kelola
keuangan keluarga

7.a. Keluarga sebagai unit
terkecil dan inti dari
masyarakat

b. keluarga sebagai
lingkungan sosial budaya
terkecil

c. nilai-nilai keluarga
mencerminkan nilai-nilai
dalam masyarakat

d. pengejewantahan nilai-
nilai agama

Merawat Cinta Kasih dalam
Keluarga

1. Nilai-nilai dalam
keluarga untuk me-
wujudkan mu’asyarah
bil ma’ruf:

2. Formula sukses dalam
mengelola kehidupan
perkawinan dan
keluarga

3. Komunikasi efektif
dalam pengelolaan
hubungan keluarga

1.a. larangan menyia-
nyiakan suami/isteri
b. Coolingdown
c¢. menahan diri dan
mencari solusi positif

2.a. Saling memahami
b. Saling menghargai

3.a. Diskripsi komunikasi

yang efektif

b. Komunikasi dalam
keluarga

¢. Komunikasi dalam
kehidupan sehari-hari

d. Macam-macam
komunikasi dalam
keluarga




Manajemen Konflik dalam Keluarga

1. Faktor penyebab
konflik

2. Tanda-tanda perkawinan

dalam bahaya

3. Solusi atau cara
mengatasi konflik

1.a. perbedaan kepentingan
dan kebutuhan
b. komunikasi tidak
efektif
c. hambatan penyesuaian
diri

2.a. Cekcok terus menerus
b. Cara komunikasi yang
merusak hubungan

3.a. Pasangan
b. Keluarga besar masing-
masing pihak
c. Institusi konseling

Psikologi perkawinan dan keluarga

1. Pengertian/Deskripsi

2. Upaya mencapai

keluarga sakinah

3. Membina hubungan

dalam keluarga

1.a. Pengertian psikologi
perkawinan
b. Pengertian keluarga
c. Ruang lingkup
psikologi keluarga

2.a. membentuk akhlak
luhur
b. menegakan
rumahtangga Islami
c. meningkatkan ibadah

3.a. Harmonisasi suami-

isteri

b. Orangtua dan anak

c. Anak dengan anak

d. anak dan anggota
keluarga lain

e. kebersamaan dalam
keluarga




KELOMPOK PENUNJANG

Pendekatan Andragogi

- Konsepsi

Penyusunan SAP (Satuan Acara
Pembelajaran) dan Micro Teaching

Pre Test dan Post Test

Penugasan/Rencana AKsi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Wassalam

/Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
A NIP. 195704141982031003 £




Sosialisasi Samara lewat online media sosial, poster, dan brosur

Ikuti dan langsung praktekkan!!!
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Sosialisasi SCI lewat online media sosial, poster, dan brosur
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Sosialisasi AISHAH lewat online media sosial, poster, dan brosur

Telah dibuka

AISHAH

“AKADEMI ISTRI & IBUNDA SHALIHAH”

AISHAH adalah lembaga kajian Islam yang berkomitmen untuk membekali para
kaum Muslimah dengan bekal ilmu agama dan ilmu kerumahtanggaan yang
aplikatif, sehingga diharapkan bisa terbentuk pribadi Muslimah yang shalihah

pada pesertanya nanti.

Sedangkan untuk Kurikulum Belajar, terdiri dari Kurikulum Dasar dan Kurikulum

Lanjutan.

PENGAJAR
1. Ust. Dr. Sufyan Fuad Basweidan, M.A
2. Ust. Yasir Abu Yasir, M.A
3. Ustzh. Azizah Ummu Yasir
4. Praktisi Rumah Al-Qur’an, Dokter Muslimah dan
Praktisi Kerumahtanggan

Materi Kelas Dasar :
Nasihat-nasihat Muslimah tentang Agama dan Dunianya (Kitab : Nasihati Lin Nisaa)
Fikih Pendidikan Anak
Meneladani Ibunda Para Ulama
Fikih Pergaulan Suami Istri
Tematik Kerumah-Tanggaan (Kesehatan, Menjait, Memasak, dll)

WAKTU BELAJAR | PERTEMUAN PERDANA
Setiap SABTU, Pukul 09.00-Dzuhur | Sabtu, 5 September 2015
(Materi Kelas) Masjid AL-Ittihad
AHAD Pekan KEDUA, Pukul | Ketandan banguntapan Yogyakarta
09.00-Dhuhur (Materi Dauroh/Seminar) | (Timur PLN Gedongkuning)

Biagra pendaftaran Gratis
Biaya Pendidikan SPP hanya 100.000/bulan

(SPP dan Modul Belajar bisa dibayar di lokasi belajar)

Cara mendaftar via SMS/WhatsApp :
#Daftar Aishah#Nama Lengkap#Email#Nomer HP#Alamat Asal
Lalu kirim ke : 081314222114
Atau via Email:
akademi.shalihah@gmail.com

Info Selengkapnya : Didukung Oleh :
0813142222114 (WhatsApp/SMS) Komunitas Bimbingan Islam
Email : akademi.shalihah@gmail.com (www.BimbinganIslam.com)
FB : Akademi Shalihah Yayasan Cinta Sedekah

(www.CintaSedekah.com)

yayasan ;"[:‘"‘ﬁ
N SEDEKAH




Penyampaian Materi dengan Sistem Ceramah dan Tanya Jawab

Penyampaian Materi dengan Metode Yang Kreatif
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Penyampaian Materi Outdoor

Praktik Mengenal Bumbu Dapur







Penyampaian Materi Dengan Sistem Seminar dan Tanya Jawab




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Shabri Hakim

Tempat/tanggal lahir : Manado, 25 Maret 1991

Alamat : Perumahan Walemanguni Blok H Nomor 1, Kel. Paal Dua,
Kec. Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Nomor HP : 081356595902

Alamat email : hakimshabri@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

a. SDN 6 Manado, tahun lulus 2002.

b. MTs Pondok Karya Pembangunan Manado, tahun lulus 2005.
. MA Pondok Karya Pembangunan Manado, tahun lulus 2008.
d. S1, IAIN Manado, tahun lulus 2013.

e. S2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2016.

o

C. Riwayat Organisasi

a. Ketua Remaja Masjid Sabilul Muhtadin kelurahan Paal Dua, kecamatan Paal Dua,
Manado.

b. Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MA Pondok Karya Pembangunan,
Manado.

c. Koordinator bidang ibadah Organisasi Santri (ORSAN) Pondok Karya Pembangunan
Manado.

d. Anggota Organisasi Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Manado.
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